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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 140 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sip!! dan pe~unj~k

pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemc~intah NomoI'
53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebuluhan penoelolaan
kepegawaian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, peraluran
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf <J perlu
dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme
Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

1. Undang-Undang NomoI' 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 43 Tahun
1999;

2. Undang-Undang NomoI' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana tt-Iah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang NomoI' 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemarintahan Previnsi
Daerah Khusus Ibukola Jakarta ~ebagai Ibukota Negara Kcsatu81l
Republik Indonesia;

4. Undang·Undang NomeI' 12 Tahun 2C~ 1 tentang Pembentukan Peraturan
Pen.:r.cang·undanga:1;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala
BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah P..ovinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
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8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.

11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
termasuk Calon Pegawai Negeri Sipi!.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

15. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin yang selanjutnya disebut dengan
Tim Pemeriksa adalah Tim yang memeriksa pelanggaran disiplin untuk
kasus tertentu.

16. Dewan Pertimbangan Kepegawaian adalah Dewan yang bertugas
memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan/atau
Sekretaris Daerah dalam permasalahan kepegawaian, yang terdiri dari
Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta serta Pejabat lain yang ditunjuk.

17. Disiplin PNS adalah Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang­
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

18. Pelanggaran disiplin adalah Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS
yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan
disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

19. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena
melanggar peraturan disiplin PNS.

20. Upaya administrasi adalah Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS
yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya
berupa keberatan atau banding administratif.

21. Atasan langsung adalah Atasan langsung dari PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin.

22. Pejabat yang lebih tinggi adalah Pejabat yang lebih tinggi dari Atasan
langsung.

23. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi
wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.
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BAB II

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal2

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari :

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kedua

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal3

(1) PNS dijatuhi hukuman disiplin karena :

a. melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

b. terbukti paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun tidak
mengikuti upacara peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah tanpa
keterangan;

c. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil inspeksi
mendadak; dan

d. melakukan perceraian atau perkawinan tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Hukuman disiplin ringan, sedang, berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Hukuman disiplin ringan dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

(4) Hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi PNS yang terbukti melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Bagian Ketiga

Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal4

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MEKANISME PENYELESAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 5

(1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara patut
dan tertulis melalui surat panggilan oleh atasan langsung untuk dilakukan
pemeriksaan.

(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ada maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi.

(3) Pemanggilan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa
tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada
pemanggilan pertama.

(5) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan
keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

(6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II huruf a Peraturan Gubernur ini.

Pasal6

(1) Gubernur dapat memerintahkan Pejabat Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi
wewenang Gubernur sebagai atasan langsungnya.
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(2) Pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki pangkat atau jabatan yang
lebih rendah dari PNS yang diperiksa.

(3) Format surat perintah untuk melakukan pemeriksaan adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 11 huruf b Peraturan Gubernur ini.

Pasal7

(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib
memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin.

(2) Pada saat melakukan pemeriksaan. atasan langsung dapat didampingi
oleh pejabat lain di Iingkungannya.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui adanya dugaan
pelanggaran disiplin PNS.

(4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tertutup dan bersifat rahasia, serta hasilnya harus dituangkan dalam
bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa
dan PNS yang diperiksa.

(5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 huruf c Peraturan
Gubernur ini.

(~) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS merupakan
kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung PNS
yang bersangkutan wajib menjatuhkan hukuman disiplin: dan

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung PNS yang
bersangkutan wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara
Pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dan
Kepala BKD. dengan surat yang bersifat rahasia.

(7) Format laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 11 huruf d Peraturan Gubernur ini.

(8) Pejabat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap PNS yang bersangkutan
dan/atau dapat meminta keterangan dari orang lain untuk mendapatkan
keterangan yang lengkap dan objektif.

Pasal 8

(1) Untuk memperlancar pemeriksaan PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh
atasan langsungnya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai
ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
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(2) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
ada maka pembebasan sementara dari lugas jabatannya dilakukan oleh
Pejabat yang lebih tinggi.

(3) Formal keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah sebagaimana lercanlum
dalam Lampiran III Peraluran Gubernur ini.

(4) PNS yang dibebaskan semenlara dari lugas jabalannya wajib masuk
kerja dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sagian Kedua

Penjatuhan dan Penyampaian Kepulusan Hukuman Disiplin

Pasal9

(1) PNS yang lerbukli melakukan beberapa pelanggaran disiplin
berdasarkan hasi! pemeriksaan yang lelah dilakukan hanya dapat dijatuhi
1 (salu) jenis hukuman disiplin yang terberat.

(2) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin lebih dari satu kali yang
sifatnya sama dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman
disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang
dilakukan dalam tahun berbeda.

Pasal10

(1) Setiap atasan langsung yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan
hukuman disiplin paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah
berakhirnya pemeriksaan.

(2) Pejabal yang lebih linggi yang berwenang menghukum wajib
menjaluhkan hukuman disiplin paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja
sejak dilerimanya Serita Acara Pemeriksaan dari alasan langsung PNS
yang bersangkutan alau sejak berakhirnya pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

(3) Gubernur dan/alau Sekretaris Daerah dapal meminta masukan dan
saran kepada Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam penjatuhan
hukuman disiplin yang menjadi kewenangannya.

(4) Dewan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialur dengan Peraluran Gubernur tersendiri.

Pasal11

(1) Penjatuhan hukuman disiplin diluangkan dalam keputusan yang
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf a sampai dengan
huruf k Peraturan Gubernur ini.



'-

'-

8

(2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Inspektur dan Kepala
BKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan penjatuhan
hukuman disiplin ditetapkan, dengan surat yang bersifat rahasia.

(3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dipanggil secara tertulis untuk hadir
menerima keputusan hukuman disiplin.

(4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

(5) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 12

Alur penyelesaian kasus pelanggaran disiplin adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TIM PEMERIKSA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 13

(1) Khusus pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang dan
berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Gubernur dapat membentuk Tim Pemeriksa untuk pelanggaran disiplin
yang dilakukan oleh Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II meskipun
ancaman hUkumannya ringan.

(4) Pejabat lain yang ditunjuk untuk membentuk Tim Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin adalah Pejabat Eselon III; dan

b. Kepala SKPD apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin adalah Pejabat Eselon IV, Pejabat Eselon V dan Staf.

(5) Pangkat atau Jabatan Anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah
dari PNS yang diperiksa.

Bagian Kedua

Susunan Keanggotaan

Pasal 14

(1) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur terdiri dari :

a. unsur Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta;
c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
d. pejabat lain yang ditunjuk.
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(2) Keanggotaan Tim Pemeriksa yang dilJentuk oleh Sekretaris Daerah atau
Kepala SKPD terdiri dari :

a. unsur pengawasan;
b. unsur kepegawaian;
c. atasan langsung PNS yang bersangkutan; dan
d. pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Susunan Keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri dari :

a. 1 (salu) orang Kelua merangkap Anggota;
b. 1 (salu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
c. paling sedikit 1 (salu) orang Anggola.

(4) Atasan langsung yang terindikasi terlibat dalam kasus yang sedang
dilangani lidak boleh menjadi anggota tim pemeriksa dan digantikan oleh
Pejabal yang lebih tinggi.

(5) Keanggolaan Tim Pemeriksa lidak dapal diwakilkan dan lidak dilelapkan
Pejabal Pelaksana Harian (Plh).

(6) Tim Pemeriksa bersifat ad hoc dan berakhir bersamaan dengan
selesainya pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan
oleh PNS yang tersebut.

(7) Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
lercanlum dalam Lampiran VII Peraluran Gubernur ini.

Bagian Keliga

Tata Kerja

Paragraf Salu

Panggilan

Pasal 15

(1) Ketua menentukan jadwal pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
dilerbilkannya kepulusan Pembentukan Tim Pemeriks3.

(2) Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan sural panggilan yang
ditandatangani oleh Ketua Tim.

Paragraf Kedua

Pemeriksaan

Pasal 16

(1) Pemeriksaan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekrelaris dc.n
paling sedikil 1 (salu) orang Anggota Tim Pemeriksa.

(2) Apabila dalam proses pemeriksaan tidak mencapai kesepakatan dalam
hal tertentu selain kesimpulan akhir pemeriksaan, maka diputuskan
berdasarkan suara terbanyak.
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Paragraf Ketiga

Hasil Pemeriksaan

Pasal17

(1) Hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
dan ditandatangani oleh seluruh Anggota Tim Pemeriksa dan PNS yang
diperiksa.

(2) Setiap pemeriksaan wajib dibuat laporan hasil pemeriksaan berupa
pertimbangan, rekomendasi dan ketetapan mengenai :

a. hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung;
b. !atar belakang pe!anggaran disiplin dan sikap batin PNS yang

diperiksa;
c. jenis hukuman disiplin; dan
d. pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada Pejabat yang membentuk Tim Pemeriksa untuk
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dengan
tembusan yang disampaikan kepada Inspektur dan Kepa!a BKD.

(4) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bersifat
"RAHASIA".

Pasal18

(1) Bahan pemeriksaan dapat bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan
atasan langsung atau sumber lain.

(2) Tim Pemeriksa dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari
atasan langsung, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin,
dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

BABV

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasa! 19

(1) Upaya administratif terdiri dari :

a. keberatan; dan
b. banding administratif.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman dlsiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang
tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).

(4) Hukuman disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Hukuman yang dijatuhkan oleh Gubernur berupa jenis hukuman
disiplin:

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pernyataan tidak puas secara tertulis;
4. penundaan kenaikan gaji berka!a selama 1 (satu) tahun;
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5. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (SatU! tahun;
6. penurunan pangkat setingkat lebih rendah se ama 1 (satu) tahun;
7. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
8. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah; dan
9. pembebasan dari jabatan.

b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan eleh Pejabat yang berwenang
menghukum berupa jenis hukuman disiplin ringan, yaitu :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan upaya administrasi,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemenntah Nemer 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nemor 21 Tahun 2010 tenlang Kelenluan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipi!.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nemer 108 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penjaluh"n
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan lidak
berlaku.

Pasal21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap erang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibuketa Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUti:>TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

llb!lr
FADJAR PANJAITAN

NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 145
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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBu.1<OTA JAKARTA,



Lampiran I

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

'-

PEJABAT YANG
NO I MENJATUHKAN

HUKUMAN DISIPLIN
1 I Gubernur sebagai

Pejabat Pembina
Kepegawaian

Pj'JSyang
mendudukl
jabatan:

KEPADA

Pejabat Struktural
Eselon I

Fungsional tertentu
jenjang utama

Fungsional umum
golongan ruang IV/d dan
gOlongan ruang IV/e

a. Pejabat Struktural
Eselon II

b. Fungsional tertentu
jenjang Madya dan
Penyelia

Fungsional umum
golongan ruang IV/a s.d.
golongan ruang IV/c

JENIS HUKUMAN

1) Semua jenis Hukuman disiplin
ringan;

2) Semua jenis Hukuman disiplin
sedang;dan

3) Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) lahun.

1) Semua jenis Hukuman disiplin
ringan;

2) Semua jenis Hukuman disiplin
sedang;dan

3) Semua jenis hukuman disiplin
berat.

1) Semua jenis Hukuman disiplin
ringan;

2) Semua jenis Hukuman disiplin
sedang; dan

3) Hukuman disiplin berat, untuk jenis
hukuman:
a. Penurunan pangkat setingkal

lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;

b. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS;

c. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS

1) Semua jenis Hukuman disiplin
sedang;dan

2) Semua jenis hukuman disiplin
berat.

1) Semua jenis hukuman disiplin
sedang

2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis
hukuman:
a. Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun;

b. Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS; dan

c. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS
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PEJABAT YANG
NO MENJATUHKAN KEPADA JENIS HUKUMAN

HUKUMAN DISIPLIN

a. Struktural eselon 111
1) Penurunan pangkat setingkat lebih

ke bawah, dan
b. Fungsional tertentu

rendah selama 1 (satu) tahun; dan
2) Semua jenis hukuman disiplin

jenjang muda dan
berat

penvelia ke bawah

"
..

, -."f-.,

.:.1....: ~i..- ....... ,
1) Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun;

f'~J"~:~~;~)-~< .: 2) Hukuman disiplin berat, untuk jenis
hukuman:r:r" ",." .... ..

Fungsional umum
a. Penurunan pangkat setingkat

t~tictl~r]. golongan ruang Ili/d ke
lebih rendah selama 3 (tiga)

bawah
tahun;

~!!jtrc: I" b. Pemberhentian dengan hormat
~~~"::'~~;:.:~;:~" tidak atas permintaan sendiri

fJF!f~;·'~·. sebagai PNS;dan
,>:-1:h~.. "'S.. " e. Pemberhentian tidak dengan.',:~;: . hormat sebagai PNS
",:"'~' ..:,;-.':"/

2 Pejabat Struktural PNS yang a. Struktural Eselon II
Eselon I menduduki b. Fungsional tertentu

jabatan jenjang madya; dan Semua jenis hukuman disiplin ringan
e. Fungsional umum

gol. Ruang IV/a S.d.
001. Ruano IV/e

a. Struktural eselon III,
lungsional tertenlu

1) Penundaan kenaikan gaji berkala
jenjang muda dan

selama 1 (satu) tahun; dan
penyelia;dan 2) Penundaan kenaikan pangkat

b. Fungsional umum selama 1 (salu) tahun.
gol. Ruang IIl/b S.d.
gol. Ruang Iliid

3 Pejabat Struktural p~?yang t,. a. Struktural Eselon III;
Eselon II menduduki b. Fungsional tertentu

j~t>atarl jenjang muda dan
~ .. ~ • penyelia; dan Semua jenis hukuman disiplin ringan

e. Fungsional umum
<iI:' J., 1 ,'1\0 ,~: gol. Ruang IlI/e dan

" :'-;,''] c... ~ ~- ~ 001. Ruano Ili/d
~~I _~ ".~' a. Slruktural eselon IV;
,;_~h ~: ". ~ .... II b. Fungsional tertentu
. "" ili .. jenjang pertama dan 1) Penundaan kenaikan gaji berkala

't' ,
,.'" l; . '-I .. pelaksana lanjutan; selama 1 (satu) tahun; dan~'1 '",1' t'!I" • dan 2) Penundaan kenaikan pangkat

.I~.,. .... :1 •
• l'~~. e. Fungsional umum selama 1 (satu) tahun.

~-!> gal. Ruang II/e s.d
. 001. Ruano IlI/b

4 Pejabat Struktural PNS yang a. Slruktural eselon IV;
Eselon 111 menduduki b. Fungsional tertentu

jabatan jenjang Pertama dan
Pelaksana Lanjutan; Semua jenis hukuman disiplin ringan
dan

e. Fungsional umum
gol. Ruang II/e S.d.
gol. Ruano 1IIIb

a. Struktural Eselon V;
b. Fungsional tertenlu

jenjang Pelaksana 1) Penundaan kenaikan gaji berkala
dan Pelaksana selama 1 (salu) tahun; dan
Pemula; dan 2) Penundaan kenaikan pangkat

e. Fungsional umum selama 1 (satu) tahun.
gol. Ruang II/a dan
gol. Ruang II/b
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PEJABAT YANG
NO MENJATUHKAN KEPADA JENIS HUKUMAN

HUKUMAN DISIPLIN
5 Pejabat Struktual PNS yang a. Struktural Eselon V;

Eselon IV dan pejabat 'menduduki b. Fungsional tertentu
yang setara .·jabatan jenjang Pelaksana

dan Pelaksana Semua jenis hukuman disiplin ringan
Pemula; dan, c

c. Fungsional umum;1 L ":~., .:n ~

.,}-' ' gol. Ruang II/a dan
1 ~._ ...

001. Ruano IIIb

~ ~ .I'f;',:~ I " ~
Fungsional umum gol.

1) Penundaan kenaikan gaji berkala

'I' "." !.:._ Ruang I/a s.d. gol.
selama 1 (satu) tahun; dan

, Pil,_ -'., • :
Ruang I/d 2) Penundaan kenaikan pangkat

selama 1 (satu) tahun.

6 Pejabat Struktural PNS yang Fungsional urnurn gol.
Eselon V dan pejabat menduduki Ruang I/a s.d. gol Semua jenis hukuman disiplin ringan
yang setara iabatan Ruang lid
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Lampiran II

a. Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/W)

NOMOR: .

1. Bersama ini diminta dengan hormal kehadiran Saudara:

Nama

NIP

Pangkal

Jabatan

Unit Kerja

untuk menghadap kepada

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

pada

Hari

Tanggal

Jam

Tempat .

unluk diperiksa/diminta kelerangan') sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..................... , "'''')

2. Demikian unluk dilaksanakan.

Alasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa )

NAMA .
NIP .

Tembusan Ylh :

1 .
2.

') Coret yang tidak perlu
") Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkulan
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b. Sural Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR: .

1. Diperintahkan kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja .

untuk melakukan pemeriksaan terhadap

Nama

NIP

Pangkat

Jabalan

Unit Kerja

pada

Har;

Tanggal

Jam

Tempat .

Karena yang bersangkutan diduga melanggar

disiplin )

2. Demikian agar Sural Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

PPKlGubernur j

NAMA .
NIP .

Tembusan Yth :

1. . .
2.

') Coret yang tidak perlu

..) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan
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c. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan sayafTim Pemeriksa*):

1. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

2. Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. ds!.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan
pemeriksaan terhadap:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....
angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan:
----_ .

......................................................................................._--

1. Jawaban:
----_ .................................•............................................................

2. Pertanyaan:
.............................................................................._--

---_ ..
....................................................................................._---

2. Jawaban:
----_ .

3. Ds!.
..............................................................................._---

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
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d. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth .
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan

........ lahun sayafTim Pemeriksa') lelah melakukan pemeriksaan lerhadap:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan. ternyata kewenangan unluk menjatuhkan hukuman disiplin kepada

PNS tersebut dialas merupakan kewenangan .........."). Sehubungan dengan hal lersebut.

disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai

bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana meslinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung).

NAMA .
NIP .

Tembusan Yth :

1. . ..
2 .

•) Coret yang tidak perlu
••) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum



Lampiran III

RAHASIA
KEPUTUSAN .......................................•)

NOMOR .

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN KEPADA Sdr .
NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.............................••...••..••..••....•...... ')

'-

Menimbang

Mengingat

Menelapkan

KESATU

bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. .. atas
dugaan pelanggaran disiplin lerhadap Pasal ... angka ... huruf yang ancaman
hukumannya berupa hukuman disiplin lingkat berat. perlu menetapkan keputusan

.................) lentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya kepada
Sdr NIP/NRK PangkatiGolongan Ruang ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian seba9aimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlan9 Pemerintahan Daerah seba9aimana
lelah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Pravinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta sebagai Ibukola Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraluran Pemerinlah Nomor 53 Tahun 2010 lentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 lenlang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ...•) TENTANG PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN
KEPADA Sdr .....NIP/NRK ... PANGKATI GOLONGAN RUANG ...

Membebaskan sementara dari lugas jabalan Saudara:

Nama
NIP
Pangkat
Jabalan
Unil Kerja

terhilung mulai tanggal sampai ditetapkannya kepulusan hukuman disiplin,
karena yang bersangkulan diduga melakukan perbualan yang melanggar ketenluan
Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
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KEDUA

KETIGA

2

Selama menjalani pembebasan semenlara dar! tugas jabatannya sebagaimana
lersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr tersebulletap diberikan hak-
hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepulusan ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.

Dilelapkan di .
pada langgal ..

Atasan langsung
.......................................................,')

NAMA .
NIP .

dilerima tanggal .
NAMA .
NIP .

Tembusan Yth :

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

.....

0) Tulislah nama jabalan dari pejabat yang berwenang menghukum.



Lampiran IV

A. Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA
KEPUTUSAN .......................................•j

NOMOR .

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN L1SAN KEPADA Sdr...
NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.......................................................,.)

'--

'--

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan
berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka
... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c .

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiptin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasar1<an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Teguran Lisan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomer 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN
L1SAN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .
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KESATU

KEDUA

Tembusan Yth :

2

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .

............................••••••.•••.....•....•...•.. "

NAMA .
NIP _ .

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

+) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
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b. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN )

NOMOR ..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPADA Sdr.........
NIPINRK PANGKATIGOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
......... ......•)

~

~

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan
berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c .

d. bahwa untuk menegakkan disiplin. perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. huruf b, huruf c
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan ) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Tertulis kepada Sdr NIPINRK PangkaVGolongan
Ruang......... ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN
TERTULIS KEPADA Sdr. NIPINRK PANGKAT/GOLONGAN
RUANG ..
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KESATU

KEOUA

Tembusan Yth :

4

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama .
NIP : ..
Pangkat : .
Jabatan : ..
Unit Ke~a : ..
karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomar 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal .

.......................................................,*)

NAMA .
NIP .

~

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

0) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
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c. Kepulusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA
KEPUTUSAN .......................................•)

NOMOR ..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA
Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
......................................................,.)

'--

Menimbang a. bahwa menurul hasil pemeriksaan lersebul, Sdr. lelah melakukan perbualan
berupa ;

b.

c.

d.

e.

bahwa perbualan lersebut merupakan pelanggaran terhadap ketenluan Pasal ... angka
... huruf ... Peraluran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

bahwa unluk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d perlu menelapkan Keputusan ..............•) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada Sdr NIP/NRK .
PangkatiGolongan Ruang ;

'-

Mengingal

Menelapkan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tenlang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerintahan Daerah sebagaimana
lelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 lentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembenlukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraluran Pemerinlah Nomor 53 Tahun 2010 tenlang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 lentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tenlang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN ;

KEPUTUSAN ) TETANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS KEPADA Sdr.
.........NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .



~

KESATU

KEOUA

Tembusan Yth :

6

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tah'Jn
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal .

.......................................................•'"')

NAMA .
NIP .

~

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

.) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum



7

d. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN .......................................•}

NOMOR .

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.......................................................,.}

~

~

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan
berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huru! ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c .

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, huru! b, huru!
C, dan huru! d perlu menetapkan Keputusan ) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr .
NIP/NRK. PangkaVGolongan Ruang ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukola Negara Kesatuan Republik Indo~esia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 lentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomar 21 Tahun 2010 lenlang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Namar 53 Tahun 2010 lenlang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN } TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN
KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.
.........NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .



'--

KESATU

KEOUA
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Setama 1 (salu)
Tahun kepada :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Ke~a

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar kelentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan·)/Apabila tidak ado koberatan, maka
Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggat PNS yang
bersangkulan menerima keputusan ini:')

Oitetapkan di Jakarta
pada langgal .

..........)

NAMA .
NIP .

'-

Oiterima tanggal .

N~A .
NIP .

Tembusan Yth :

1. Inspeklur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabalan dari pejabat yang berwenang menghukum
**) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK alau Gubernur
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e. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun

RAHASIA

KEpUTUSAN )

NOMOR ..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr NIPINRK.. .. PANGKATIGOLONGAN RUANG ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.......................................................,+)

~

'-

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan
berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka
huru! ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. ...............................,

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, huru! b, huru! c
dan huru! d perlu menetapkan Keputusan ) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr......
NIPINRK PangkaVGolongan Ruang ,

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ten lang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN
KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.
.........NIPINRK PANGKATIGOLONGAN RUANG ..



KESATU

KEDUA
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (salu)
Tahun kepada :

Nama
NIP
Pangkat
Jabalan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada langgal telah melakukan perbualan yang
melanggar kelenluan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerinlah Nomor 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku pada langgal diletapkanO)/Apabila tidak ada kebcratan, maka
Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang
bersangkutan menerima keputusan ini.")

Dilelapkan di Jakarta
pada tanggal .

... ,*)

NAMA .
NIP .

Diterima tanggal .

NAMA .
NIP .

Tembusan Ylh :

1. Inspeklur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

0) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
..) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK alau Gubernur
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f. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)

Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN .......................................•)

NOMOR .
TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA•
.....................................................)

'-

'-

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

a. bahwa menurut hasH pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ...
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. . '0'

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasar1<.an pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurut b, hurut c dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan ....................•) tentang Penjatuhann Hukuman Disiplin Penurunan

Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Sdr. NIP/NRK .
PangkatiGolongan Ruang ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PE>raturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomar 53 Tahun 2010 tentang Dislplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nemer 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN

PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN KEPADA Sdr.

.........NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu)

Tahun kepada :

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tan9gal telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



'-

KEOUA

KETIGA

KEEMPAT
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Terhitung mulai tao9ga! 1 bulan tahun pangkat Sdr diturunkan dari pangkat 9010n9ao
ruang .... menjadi pangkal ... 9010n9an ruang ..... dan terhitung mulai tan9gal 1 bulan tahun .
pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

Terhitung mulai tan9gal 1 bulan .... tahun .... sebagai akibat dari penurunan pangkat tersebut gaji
pokok Sdr diturunkan dan Rp. . (. ) menjadi Rp .
( )dan terhilung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada
gaji pokok sernula.

Kepulusan ini mulai beMaku pada ta09gal ditetapkan·)/Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan
ini mulai berlaku pada han kelima belas terhilung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
kepulusan ini.U)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .

.......................................................,'J

NAMA .
NIP .

'-

Diterima tao9gal .

NAMA .
NIP .

Tembusan Ylh :

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

-) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
.... ) Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubemur



13

g. Kepulusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga)

Tahun

RAHASIA
KEPUTUSAN .

NOMOR .
TENTANG

........•)

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
.........................................................)

'---

'-

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran lerhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf .
Peraturan Pemerintah Nomar 53 Tahun 2010;

c. . ,

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan
pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf at huruf b. huruf c dan huruf
d perlu menetapkan Keputusan "') tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan
Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada Sdr NIPINRK..
PangkaVGolongan Ruang ;

1. Undang-Undang Nemer 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pekok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomer 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tetah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang·Undang Nomer 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repubtik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang·undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nemor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomer 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN :) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT
SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN KEPADA Sdr.

.........NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (liga)

Tahun kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar

ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nemer 53 Tahun 2010.
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr diturunkan dan pangkat 9010ngan
ruang .... menjadi pangkat ... 9010ngao ruang ..... dan terhitung mulai taogga! 1 bulan tahun ....
pangkatnya dikembalikan pada pangkat sernula.

Terhitung mulai tanggal 1 bulan .... tshun .... sebagai akibat dan penurunan pangkat tersebut gaji
pokok Sdr dilurunkan dan Rp. . (. ) menjadi Rp .
( )dan terhilung mulai langgal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada
gaji pokok sernula.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan·)lApabila tidak ada keberatan. maka Keputusan

ini mulai berlaku pada han kelima belas terhitung mulai taoggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan ini.·+)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .

.........................................,.)

NAMA .
Nip ..

'-

Dlterima tanggal .

NAMA , ..
NIP ,

Tembusan Ylh :

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

...) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
'''') Apabila Keputusan ditetapkan oleh PPK atau Gubemur
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h. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabalan Setingkat Lebih
Rendah

RAHASIA
KEPUTUSAN )

NOMOR .

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN JABATAN
SETINGKAT LEBIH RENDAH KEPADA Sdr. NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN

RUANG ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
........................................,.)

'-

Menimbang a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
berupa ;

.. ....... telah melakukan perbualan

Mengingat

Menetapkan

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c _ _ _ .

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d perlu menetapkan Keputusan ) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada
Sdr NIP/NRK PangkaUGolongan Ruang ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana t91ah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tEntang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .



'-

KESATU

KEOUA

KETIGA
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemindahan Oalam Rangka Penurunan Pangkat
Setingkat Lebih Rendah kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Ke~a

karena yang bersangkutan pada tanggai telah melakukan perbuatan yang
meianggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal .

••••• •••• ••••••••••••.•••••••.•••.••.•• ••.•• ••••••••••• , »

NAMA .
NIP .

Oiterima tanggal .

NAMA .
NIP

Tembusan Ylh :

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

» Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
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i. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

RAHASIA
KEPUTUSAN )

NOMOR ..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN KEPADA Sdr.
.........NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
........................................................•)

'-

Menimbang

Mengingat

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan
berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka
huru! ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c ",

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, huru! b, huru! c
dan huru! d perlu menetapkan Keputusan ·) tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Sdr NIP/NRK ..
PangkaVGolongan Ruang........ ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN
PEMBEBASAN DARI JABATAN
.........NIP/NRK PANGKATIGOLONGAN RUANG .

HUKUMAN
KEPADA

DISIPLIN
Sdr.
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pembebasan dan Jabatan .

kepada:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal ..

.......... ......•0)

NAMA .
NIP .

-

Oiterima tanggal .

NAMA .
NIP .

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi OK! Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

OJ Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum
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j. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Harmat Tidak Atas Penmintaan Sendiri
Sebagai Pegawai Negeri Sipil

RAHASIA
KEPUTUSAN )

NOMOR ..

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr NIP/NRK .

PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
......•................................................ ,.)

~

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr telah melakukan perbuatan
berupa ;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ...
huru! ... Peraturan Pemerintah Namar 53 Tahun 2010;

c ,

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, huru! b, huru! c
dan huru! d perlu menetapkan Keputusan ) :entang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Dengan Harmat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai
Negeri Sipil kepada Sdr......................... NIP/NRK PangkatiGalangan
Ruang ;

1. Undang-Undang Namar 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pakok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Namar 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomar 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKATI
GOLONGAN RUANG .........



~
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Oengan Harmat Tidak Alas
Perminlaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkulan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar kelentuan Pasal ... angka ... huruf Peraluran Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak.
kepegawaian sesuai dengan peraluran perundang-undangan.

Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima
belas terhilung mulai tanggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan in!.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal .

.... ..,')

NAMA .
NIP

Oiterima langgal .

NAMA .
NIP .

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta
3. Pejabal lain yang dianggap perlu

.) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

..) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan
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k. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhenlian Tidak Dengan Hormal Sebagai Pegawai Negeri
Sipil

RAHASIA
KEPUTUSAN )

NOMOR .

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
......... ......, 0)

'-

Menimbang

Mengingal

Menetapkan

a. bahwa menurul hasil pemeriksaan lersebul, Sdr telah melakukan perbual3n
berupa ;

b. bahwa perbuatan lersebut merupakan pelanggaran lerhadap kelenluan Pasal ... angka ...
huru! ... Peraluran Pemerinlah Nomor 53 Tahun 2010;

c ,

d. bahwa unluk menegakkan disiplin, perlu menjaluhkan hukuman disiplin yang selimpal
dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru! a, huru! b, huru! c
dan huru! d pertu menetapkan Keputusan ) lenlang Penjaluhan Hukuman
Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormal Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Sdr NIP/NRK PangkaUGolongan Ruang ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesaluan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraluran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 lentang Kelentuan
Pelaksanaan Peraluran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN ) TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA Sdr NIP/NRK PANGKAT/GOLONGAN RUANG .
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Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka ... hurur Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010.

Apabila tidak ada banding administratif, maka Kcputusan ini mulai berlaku pada hari kelima

belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri yang bersangkutan menerima keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .

.... ,')

NAMA .
NIP .

Diterima tanggal ..

NAMA ..
NIP ..

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

') Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
U) Tulislah tanggal, bulan, dan tahun diterimanya keputusan



Lampiran V

SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Kepada
Ylh .

di

RAHASIA

Dengan ini diminla kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

-- pada

Han

Tanggal

Jam

Tempat

Untuk menerima Keputusan Nemer tanggal tentang penjatuhan

hukuman disiplin .

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

. ,.)

'-

NAMA .

NIP

Tembusan, Yth :

1 .
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

•) Tulislah nama jabalan dari pejabat yang menandatangani sural panggilan.



Lampiran VI
(

ALUR PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPUN

PEJABAT YANG ATASAN DARI

PNS ATASAN LANGSUNG BERWENANG
PEJABAT YANG

TIM PEMERIKSA
KEPUTUSAN HUKUM

MENGHUKUM
BERWENANG DISIPLIN
MENGHUKUM

Dugaan
pelanggaran

Memanggil 2
I secara tertulis.

memeriksa,
BAP

1 2.1 r.-l )Berdasarkan

Laporan hasil
BAP,LHP dan J

apabila
pemeriksaan f- diperfukan

(LHP) meminta

, keterangan dan Keputusan
, orang lain 4 hukuman,, Memeriksa,
----------- ----.-------------- -------------------- ~ BAP disiplin

LHP
Berdasarkan 5 (.lBAP dan LHP

,,
Menjatuhkan

"'-
------------------. ,

6

I )
-------_ .. ..

menerima
hukdis - -.------------------

,
----------------_.- - - -,

7

II ~

keberatan SK

8 HUKDIS
I

Membatalkanl 9
menguatkan

final dan
Mengikat



(
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Keterangan :

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara patut dan tertulis oleh atasan langsung. PemanggiJan dilakukan paling lambat 7 hari ke~a, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir
maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tan9gal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

2. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Serita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya, apabila kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka at3san langsung
wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran.

2.1 Apabila menurut hasil pemeriksaan, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan hasil pemeriksaannya
tersebut kepada Pejabat yang berwenang men9hukum.

3. Berdasarkan SAP dan LHP, Pejabat yang berwenang menghukum dapat langsung menjatuhkan hukuman disiplin atau meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin.
4. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disipHn, ancaman hukumannya tingkat sedang atau berat, PPK atau pejabat yang ditunjuk dapat

membentuk tim pemeriksa.
5. Tim pemeriksa bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan sampai selesai terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS. Kemudian hasil pemeriksaannya dilaporkan

kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum.
6. Berdasarkan SAP dan LHP tim pemeriksa, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan keputusan hukuman dislplin.
7. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari ke~a scjak keputusan

ditetapkan. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberalan. Keberatan diajukan secara tertulis kcpada alasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan
kcberatan dan lembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada saluan unit kerja. Keberatan tersebut sudah harus diajukan
dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung mulai tanggaJ yang bersangkutan menerima kepulusan hukuman disiplin.

8. Pejabat yang berwenang menghukum harus memberikan tanggapan alas keberatan yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 6 (enam) hari kc~a terhitung mulai tan9gal yang
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam
jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum mencrima sural keberalan.

9. Dalam hal atasan pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukli yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan,
memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabal yang berwenang menghukum.
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Lampiran VII

SURAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. .
NIP pangkat jabatan maka perlu
dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu
membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Atasan langsung
Nama : ..
NIP
Pangkat
Jabatan

b. Unsur pengawasan
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

c. Unsur kepegawaian
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

d. Pejabat lain yang ditunjuk
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

• • • • • • • • • • • • • • • I •••••••••••••••••••••••••••••••••••

PPKlPejabat yang ditunjukO)

NAMA .

NIP

Tembusan:

1 .
2 .

0) Coret yang tidak perlu
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NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKOI

cepal dan lepal kesigapan pelugas dalam melaksanakan
4. Tidak terjadi kekeliruan/kesalahan yang membuat pekerjaannya.

proses pelayanan menjadi lebih lama dan/alau
bahkan merugikan

2.7 Kelengkapan dan Sarana didayagunakan lidak 1. Dallar inventaris menunjukkan bahwa sarana • Meminta copy Dallar Inventaris sarana 0
Pendayagunaan Sarana secara optimal pelayanan cukup lengkap sesuai dengan jenis dan pelayanan,

komponen pelayanan yang ada, • Memeriksa kesesuaian Dallar Invenlaris
2. Lebih dari 50% sarana yang ada di dalam dallar dengan sarana yang ada dan digunakan

tidak didayagunakan. dalam pelayanan

• Memeriksa gudang/ lempat penyimpanan
sarana pelayanan

Sarana sebagian besar sudah 1. Dallar inventaris menunjukkan bahwa sarana • Meminla copy Dallar Inventaris sarana 50
didayagunakan secara optimal pelayanan cukup lengkap sesuai dengan jenis dan pelayanan,

komponen pelayanan yang ada, • Memeriksa kesesuaian Danar Invenlaris
2. Kurang dari 50% sarana yang ada di dalam dallar dengan sarana yang ada dan digunakan

tidak didayagunakan. dalam pelayanan

• Memeriksa gUdang/ tempat penyimpanan
sarana Delavanan

Semua sarana didayagunakan 1. Dallar inventaris menunjukkan bahwa sarana • Meminta copy Dallar Inventaris sarana 100
secara optimal pelayanan cukup lengkap sesuai dengan jenis dan peiayanan,

komponen pelayanan yang ada, • Memeriksa kesesuaian Dallar Inventaris
2. 90% sarana yang ada di dalam dallar dengan sarana yang ada dan digunakan

didayagunakan. dalam pelayanan

• Memeriksa gudang/ tempat penyimpanan
sarana pelayanan

2.8 Kenyamanan Sarana Sarana pelayanan kurang 1. Sebagian sarana yang lersedia sudah ada yang • Meminta copy Dallar Inventaris sarana 0
pelayanan efektif, kurang bersih, kurang rusak ..ingan tetapi tidak diperbaiki, pelayanan,

lerawat sehingga mengganggu 2. Kelengkapan sarana pelayanan tidak • Mengobservasi tata letak ruang pelayanan
kenyamanan memungkinkan kenyamanan pelayanan (tempat dan kelengkapannya

parkir, ruang tunggu, loilet, pengeras suara, dll)
3. Penataan ruangan tidak mencerminkan ruangan

pelayanan yang nyaman

Sarana pelayanan cukup efeklif, 1. Sarana yang rusak segera diperbaiki, • Meminta copy Dallar Inventaris sarana 50
cukup bersih, cukup terawat 2. Kelengkapan sarana pelayanan cukup pelayanan,
sehingga cukup nyaman memberikan kenyamanan pelayanan (lempat • Mengobservasi tata lelak ruana Delavanan
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NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKOI

parkir, ruang tunggu, toilet, pengeras suara, dll) dan kelengkapannya
3. Penataan ruangan cukup baik untuk menciptakan

kenyamanan

Sarana pelayanan efektif, 1. Sarana tidak ada yang rusak, • Meminta copy Daftar Inventaris sarana 100
bersih, terawat sehingga 2. Kelengkapan sarana pelayanan memberikan pelayanan,
nyaman kenyamanan pelayanan (tempat parkir, ruang • Mengobservasi tata lelak ruang pelayanan

tunggu, toile~ pengeras suara, dll) dan kelengkapannya
3. Penataan ruangan mempertimbangkan alur

pelayanan sehingga menciptakan kenyamanan

2.9 Sarana Pengaduan Tldak ada sarana pengaduan Tidak tersedia sarana yang memungkinkan para Mengamati lingkungan unit pelayanan tentang 0
pengguna pelayanan dengan mudah menyampaikan keberadaan Kotak Pengaduan atau Kotak
Pengaduan atau Saran. Saran.

Ada beberapa sarana 1. Ada beberapa sarana pengaduan (Kotak Mengamatl isi Sarana Pengaduan (isi Kotak 50
pengaduan (Kotak pengaduan, pengaduan, loket pengaduan, telepon Isms, email pengaduan, rekaman telepon tal, email dan
loket pengaduan, telepon tal, dan lainnya) tetapi tidak berfungsi dengan balk lainnya)
email dan lainnya) tetapi tldak 2. Tidak tersedia sarana bantu (formulir dan alat tulis)
berfungsi dengan balk yang memudahkan para pengguna pelayanan

menyampaikan Pengaduan atau Saran,
3. Para petugas tldak peduli

Ada beberapa sarana 1. Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket Mengamatl lsi Sarana Pengaduan (isi Kotak 100
pengaduan (Kotak pengaduan, pengaduan, telepon/sms, email dan lalnnya) pengaduan, rekaman telepon/sms, email dan
loket pengaduan, telepon tal, berfungsl dengan baik lainnya)
email dan lainnya) dan berfungsi 2. Tersedia sarana bantu (formulir dan alat tulis) yang
dengan baik memudahkan para pengguna pelayanan

menyampaikan Pengaduan atau Saran,
3. Para petugas mendorong dan membantu para

pengguna layanan memanfaatkan sara'1a
pengaduan

3. Bidang Kesehatan

Bobot 10 %

3.1 Pelaksanaan tupoksl di Camat tidak melaksanakan 1. Tidak ada prioritas dan sasaran pelaksanaan • Cek dokuman RKA dan DPA
bidang Kesehatan tugas pokok dan fungsinya di upaya kesehatan masyarakat dl wilayah • Wawancara dengan Ka. Puskesmas

bldang kesehatan Kecamatan Kecamatan
2. koordinasi denqan Puskesmas Kecamatan tidak

)
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NO. INDIKATOR SUB INOIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKOI

te~alin dengan baik
3. Tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan

kesehatan masyarakat (sosialisasi, edukasi dan
fasilitasi)

Camat melaksanakan sebagian 1. Camat menetapkan prioritas dan sasaran,. Cek dokuman RKA dan DPA
tugas pokok dan fungsinya di mengawasi, mengendalikan pelaksanaan upaya • Wawancara dengan Ka. Puskesmas
bidang kesehatan kesehatan masyarakat Kecamatan

2. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas
Kecamatan, namun tidak rutin (berkala)

3. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan masyarakat (sosialisasi, edukasi dan
fasilitasi)

Camat melaksanakan tugas 1. Camat menetapkan prioritas dan sasaran, • Cek dokuman RKA dan DPA
pokok dan fungsinya di bidang mengawasi, mengendalikan pelaksanaan upaya • Wawancara dengan Ka. Puskesmas
kesehatan kesehatan masyarakat Kecamatan

2. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas
Kecamatan secara rutin (berkala)

3. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan
kesehatan masyarakat (sosialisasi, edukasi dan
fasilitasi)

3.2 Peran Camat dalam Kurang 1. Camat tidak aktif dalam kegiatan PSN-3M • Cek dokuman RKA dan DPA
memberdayagunakan 2. Tidak ada kerjasama dengan pihak swasta (CSR) • Wawancara dengan Ka. Puskesmas
masyarakat dan pihak swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan Kecamatan
dalam bidang kesehatan masyarakat • Wawancara dengan masyarakat (di

Puskesmas, Posyandu)

Cukup 1. Camat cukup aklif dalam kegiatan PSN-3M (tapi • Cek dokuman RKA dan DPA
tidak rutin) • Wawancara dengan Ka. Puskesmas

2. Melakukan kerjasaman dengan pihak swasla Kecamatan
dalam penanggulangan masalah kesehatan. Wawancara dengan masyarakat (di
masyarakat Puskesmas, Posyandu)

Balk 1. Camat aktif dalam kegiatan PSN-3M (rutin) • Cek dokuman RKA dan DPA
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta (CSR) • Wawancara dengan Ka. Puskesmas

dalam penanggulangan masalah kesehatan Kecamatan
masyarakat • Wawancara dengan masyarakat (di

Puskesmas, Posvandu)

) )
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NO. INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN SUB INDIKATOR TEKNIK PENILAIAN SKOF

4. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Bobot 10 %

4.1 Pemeliharaan Buruk 1. Kurang melakukan fungsi koordinatif dengan • Memeriksa copy dokumen lerkait 0
ketenteraman dan ketertiban Salgas Pol PP yang ada di Kecamalan Ketenteraman/Ketertiban
masyarakat 2. Tidak membina hubungan baik dengan tokoh- • Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP

tokoh agama (Forum Kerukunan antarumal Kecamatan
beragama)

3. Banyak terjadi kasus kriminal di wilayahnya
4. Sering terjadi tawuran antar warga I anak sekolah

Cukup Baik 1. Melakukan fungsi koordinatif dengan Satgas Pol • Memeriksa copy dokumen lerkait 50
PP yang ada di Kecamatan Ketenteraman/Kelertiban

2. Menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama • Wawancara dengan Ka. Salgas Satpol PP
(Forum Kerukunan anlarumat beragama) Kecamatan

3. Terdapat kasus kriminal di wilayahnya, namun
tidak dalam jumlah yang massif

4. Jarang terjadi tawuran anlarwarga I anak sekolah

Sangat Baik 1. Proaktif dan partisipatif dalam melakukan • Memeriksa copy dokumen terkail 100
koordinasi dengan Satgas Pol PP di Kecamatan Ketenleraman/Ketertiban

2. Membina hubungan baik dengan lokoh-tokoh • Wawancara dengan Ka. Satgas Salpol PP
agama (Forum Kerukunan anlarumat beragama) Kecamatan

3. Minim kasus kriminal di wilayahnya
4. Tidak ada tawuran antarwarga I anak sekolah

4.2 Penegakan Peraturan Kurang Baik 1. Tidak ada upaya preventif menghindari 0
Daerah (Perda) pelanggaran Perda oleh warga masyarakat

2. Tidak pernan melakukan penertiban terhadap
pelanggaran Perda (seperti: PMKS, jalur hijau,
kelertiban umum, parkir, dll)

Cukup Baik 1. Sesekali melakukan upaya preventif (misalnya: • 50
sosialisasi) menghindari pelanggaran Perda oleh
warga masyarakat.

2. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran
Perda (seperti: PMKS, jalur hijau, ketertiban umum,
parkir, dll), namun incidental.

) )
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Sangat Baik 1. Sering melakukan upaya preventif (misalnya: • 100
sosialisasi) menghindan pelanggaran Perda oleh
warga masyarakal.

2. Melakukan penertiban terhadap pelanggaran
Perda (seperti: PMKS, jalur hijau, ketertiban umum,
parkir, dll) secara berkesinambungan.

4.3 Perlindungan masyarakat Buruk 1. Kurang menaruh perhatian pada perlindungan • Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP 0
masyarakat Kecamatan

2. Tidak secara aktif menggerakkan masyarakat • Wawancara dengan tokoh masyarakal
dalam menjaga keamanan lingkungannya

3. Tldak siap jika sewaktu-waktu menghadapi terjadi
bencana, baik dari segi peralatan. logistik, maupun
kemampuan aparat dan masyarakat

Cukup Baik 1. Cukup memperhatikan perlindungan masyarakat • Wawancara dengan Ka. Salgas Satpol PP 50
2. Cukup aktif menggerakkan masyarakat dalam Kecamatan

menjaga keamanan lingkungannya • Wawancara dengan tokoh masyarakat
3. Cukup siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana • Melihat keadaan logistik/peralatan yang

alam/musibah, setidaknya dari segi logistik dan dimiliki untuk menghadapi keadaan darurat
kemampuan aparat dalam memberikan
pertolongan pertama (tanggap darurat)

Sangat Baik 1. Sangat memperhatikan perlindungan masyarakal • Wawancara dengan Ka. Satgas Satpol PP 10C
2. Secara aktif menggerakkan masyarakal dalam Kecamatan

menjaga keamanan lingkungannya • Waw,mcara dengan tokoh masyarakat
3. Siap mengantisipasi kemungkinan bencana • Melihat keadaan logistik/peralatan yang

alam/musibah lainnya, baik dari segi logistik, dimiliki untuk menghadapi keadaan darurat
kemampuan aparat dalam melakukan tanggap
darurat, maupun kesiapan respon masyarakat

5. Bidang Pembinaan Kelurahan

Bobot 10 %

5.1 Pembinaan Kurang Baik 1. Tidak aktif melakukan koordinasi dengan Para • Wawancara dengan Camat 0
Penyelenggaraan Lurah di wilayahnya • Wawancara dengan minimal 50% Lurah
Pemerintahan di Kelurahan 2. Tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi yang ada di Kecamatan tersebut

penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan
(dalam bidang aparatur dan administrasi)

) )
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Cukup Baik 1. CUkup aktif melakukan koordinasi dengan Para • Wawancara dengan Camat 50
Lurah di wilayahnya • Wawancara dengan minimal 50% Lurah

2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang ada di Kecamatan tersebut
penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan
(dalam bidang aparatur dan administrasi), namun
tidak rutin/periodik.

Sangat Baik 1. Sangat aktif melakukan koordinasi dengan Para • Wawancara dengan Camat 10(
Lurah di wilayahnya • Wawancara dengan minimal 50% Lurah

2. Sering melakukan peninjauan langsung kondisi yang ada di Kecamatan tersebut
lapangan

3. Melakukan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan
(dalam bidang aparatur dan administrasi) secara
rutin/periodik.

5.2 Pembinaan sosial Kurang Baik 1. Jarang berinteraksi dengan lembaga • Wawancara tokoh masyarakat (RT/RW,
kemasyarakatan kemasyarakalan formal dan informal. LMK, Karang Taruna, PKK, dan ormas-

2. Tidak pernah melakukan pembinaan terhadap ormas)
lembaga kemasyarakatan formal dan informal.

Cukup Baik 1. Berinteraksi dengan lembaga kemasyarakatan • Wawancara tokoh masyarakat (RT/RW,
formal dan informal. LMK. Karang Taruna, PKK, dan ormas-

2. Jarang melakukan pembinaan terhadap lembaga ormas)
kemasyarakatan formal dan informal.

Sangat Baik 1. Berinteraksi dan berkoordinasi intensif dengan • Wawancara tokoh masyarakat (RT/RW,
lembaga kemasyarakatan formal dan informal LMK, Karang Taruna, PKK, dan ormas-

2. Sering melakukan pembinaan terhadap lembaga ormas)
kemasvarakatan formal dan informal.

6. Bidang Perekonomian

Bobot 5 %

6.1 Pengentasan Kemiskinan Tidak peka terhadap kemiskinan 1. Tidak memiliki data rinci tentang jumlah orang • Wawancara dengan Camat dan/alau Ka. 0
miskin alau Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Seksi Kesejahteraan Masyarakat
wilayahnya • Meminta copy dokumen RKA dan OPA

2. Kegiatan-kegiatan yang ada (selain kebijakan
standar seperti Raskin) tidak berpihak pada
golongan lidak mampu
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Cukup peka lerhadap 1. Memiliki dala rinci lentang jumlah orang miskin • Wawancara dengan Camat dan/atau Ka. 50
kemiskinan atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) di wilayahnya Seksi Kesejahleraan Masyarakat

2. Tidak ada kegialan yang sifatnya memberdayakan • Meminla copy dokumen RKA dan OPA
golongan Iidak mampu.

Peka terhadap kemiskinan 1. Memiliki dala valid tentang jumlah orang miskin di • Wawancara dengan Camat dan/atau Ka. 100
wilayahnya Seksi Kesejahleraan Masyarakal

2. Berupaya membual program yang • Meminta copy dokumen RKA dan OPA
memberdayakan golongan tidak mampu.

6.2 Pengembangan UKM Tidak mendukung 1. Tidak memiliki data komprehensif tentang UKM, • Wawancara dengan Camat dan/atau Ka. a
pengembangan UKM termasuk induslri rumah langga dan perdagangan Seksi Perekonomian

2. Tidak ada kegialan yang sifatnya memfasilitasi • Meminta copy dokumen RKA dan OPA
pengembangan UKM.

Cukup mendukung 1. Memiliki data komprehensif lenlang UKM, • Wawancara dengan Carnal dan/atau Ka. 50
pengembangan UKM termasuk industri rumah langga dan perdagangan Seksi Perekonomian

2. Ada kegialan yang sifatnya memfasilitasi • Wawancara dengan masyarakat (penggiat
pengembangan UKM. UKM)

• Meminta coov dokumen RKA dan OPA
Sangat mendukung 1. Memiliki data komprehensif tentang UKM, • Wawancara dengan Camat dania tau Ka. 10C
pengembangan UKM termasuk industri rumah langga dan perdagangan Seksi Perekonomian

2. Mengoordinasikan kegiatan pengembangan UKM • Wawancara dengan masyarakat (penggiat
3. Mengcordinasikan kegiatan upaya peningkalan UKM)

keterampilan masyarakat dalam bidang • Meminta copy dokumen RKA dan OPA
perekonomian

6.3 Pengembangan Koperasi Tidak mendukung 1. Tidak memiliki data komprehensif tentang Koperasi • Wawancara dengan Camat dan/alau Ka. 0
pengembangan Koperasi yang ada di wilayahnya Seksi Perekonomian

2. Tidak melakukan koordinasi dengan Koperasi yang • Wawancara dengan masyarakal (penggiat
ada di wilayahnya Koperasi)

3. Tidak ada kegiatan yang sifalnya memfasililasi • Meminla copy dokumen RKA dan OPA
pengembangan Koperasi

Cukup mendukung 1. Memiliki data komprehensif tentang Koperasi yang • Wawancara dengan Carnal dan/atau Ka. 50
pengembangan Koperasi ada di wilayahnya Seksi Perekonomian

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan • Wawancara dengan masyarakat (penggial
koperasi yang ada di wilayahnya Koperasi)

• Meminta coov dokumen RKA dan OPA
Sanga! mendukung 1. Memiliki data komprehensif tentang Koperasi yang • Wawancara denQan Carnal dan/alau Ka. 10(


